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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Desa
Bala Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu dalam menetapkan standar
pengawasan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dan
tindakan koreksi di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut
Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: @ Menetapkan Standar
Pengawasan; kesimpulannya adalah proses Pengawasan yang dilaksanakan BPD Balai Pinang
berdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72
Tahun 2005 melalui hak untuk meminta keterangan.. b) Membandingkan Standar Pengawasan
dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan
Pembangunan Desa, Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja
sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan
Desa, ha ini menunjukan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang baik. c) Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan
olen BPD. Jka terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara
kekeluargaan. BPD akan mengklarifikas dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun
pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan pembangunan desa dirasakan belum melakukan
pengawasan dengan maksimal. Saran untuk kedepanya Kepala Desa, BPD dan aparatur desa yang
dapat meningkatkan partisipasinya masyarakat dengan cara memberikan penjelasan melaui
pendekatan — pendekatan yang efektif kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan tokoh agama,
yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Fisik.
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Pendlitian

Penyelenggaraan pemerintahan desa
dalam rangka penyusunan dan implementas,
dan pengawasan kebijakan yang berkaitan
dengan pembangunan, pemerintahan,
pengembangan kemasyarakatan, pada era saat
ini semakin menguat. Perhatian kepada
pembangunan desa telah menjadi pokok
perhatian dalam era milenial sekarang ini. Era
sentralisasi, otoriterianisme negara (state-
hegemony), dan mobilisasi rakyat bergeser
menuju pola-pola desentralisas,
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat,
keberadaan BPD dapat disggarkan dengan
parlemen desa, yang berfungs sebagal
mengayomi adat istiadat, membuat peraturan
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
Salah satu dimensi penting dalam rangka
mewujudkan cita-cita demokratisas  dan

reformasi.

Desa sebagal kesatuan masyarakat
hukum terkecil yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati oleh

kepentingan masyarakatnya

negara. Pembangunan pedesaan selayaknya
mengarah pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan
dapat dilihat pula sebagal upaya mempercepat
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pembangunan pedesaan melalui penyediaan
sarana dan prasarana untuk memberdayakan
masyarakat, dan upaya mempercepat
pembangunan ekonomi daerah yang efektif
dan  kokoh.

bersifatmulti-aspek, oleh karena itu perlu

Pembangunan  pedesaan
keterkaitan dengan bidang sektor danaspek di
luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi
yang kokoh bagi pembangunan nasional

Dengan demikian BPD sebagai badan
permusyawaratan masyarakat Desa dalam hal
ini menjalankan dua fungs yaitu: fungs sosia
dan fungs pemerintah. Sebagal fungs sosia,
BPD harus menyatukan diri  dengan
masyarakat karena sebagai cerminan diri
masyarakat, karena sangat tidak baik apabila
BPD harus terasing dalam lingkungan
masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan
Desa harus setigp saat membuka diri untuk
mendengar dan memahami aspiras  dari
masyarakat selalu dan terus berkembang.

2. ldentifikas Masalah

a. Kurangnya fungsi pengawasan BPD
dalam menjalankan pembangunan fisik
di desa Baa Pinang, Kecamatan
Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

b. Sumber Daya Manusia anggota BPD
Balai Pinang relatif rendah,
ditunjukkan dengan tingkat Pendidikan
yang rendah.

3. FokusPenditian



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam
penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu
sebagai berikut: Proses Pengawasan BPD dalam
pembangunan fisik di Desa Bala Pinang,

Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka,
permasalahan yang muncul dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana proses pengawasan BPD
Dalam pembangunan fisik di Desa Balai Pinang,

Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang”?

5. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang hendak dicapa dalam
penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan
menganalisis proses pengawasan BPD Dalam
pembangunan fisk di Desa Baa Pinang,

Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten K etapang”

6. Kegunaan Pendlitian
Berdasarkan penelitian tersebut di atas,
maka kegunaan pendlitian adalah sebagai berikut:
kegunaan penelitian ini adalah memberikan
sumbangan bagi pengembangan ilmu administras
Negara kajian pembangunan khususnya tentang

penyel enggaraan pembangunan Desa

A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori

Hakikat fungsi pengawasan adalah
untuk mencegah sedini mungkin terjadinya
penyimpangan, pemborosan, penyelewengan,
hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran serta
pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil
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pengawasan harus dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam langkah-langkah
yang dipandang perlu untuk penyempurnaan
kebijakan penertiban  sebuah

organisasi.

maupun

Menurut Simbolon (2004, 62) fungs
pengawasan adalah:

a. Mempertebal rasa tanggung jawab
terhadap pejabat yang diserahi tugas
dan wewenang dalam melaksanakan

pekerjaan.

b. Mendidik para pejabat agar mereka
mel aksanakan
dengan  prosedur yang telah

pekerjaan  sesuai

ditentukan.
c. Untuk mencegah terjadinya
penyimpangan, penyelewengan,

kelalaian, dan kelemahan agar tidak
terjadi  kerugian yang  tidak
diinginkan.

Sehubungan dengan  Pengawasan,
terdapat beberapa pengertian dan konsep
terkait pengawasan. Adapun pengertian
pengawasan menurut Fayol dalam Harahap
(2001,10) mengemukakan bahwa pengawasan
adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi
sesua dengan rencana yang ditetapkan,
perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang
dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui
kelemahan dan kesaahan agar dihindari

kgadiannya di kemudian hari.



Berdasarkan pendapat para ahli di atas,
dapat diketahui bahwa pada pokoknya fungsi
pengawasan adal ah:

1. Membandingkan antara
pelaksanaan dengan rencana
serta instruksi-instruks - yang
telah dibuat.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya
kesulitan-kesulitan, kelemahan-
kelemahan atau kegagalan-
kegagalan serta efisienss dan
efektivitas kerja.

3. Untuk mencari jalan keluar
apabila ada
kelemahan dan kegagalan, atau
dengan kata lain disebut
tindakan korektif

Berdasarkan pendapat para  ahli

kesulitan,

tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari
pengawasan adalah untuk memberikan nilai,
andisis, merekomendaskan dan  juga
menyampaikan hasil  surat/laporan  yang
berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi

atau lembaga, yang sudah diteliti.

Berkenaan dengan fungs pengawasan,
BPD mempunyai peran yang penting dalam
menciptakan pemerintahan yang bak.BPD
diposiskan sebagai penghubung antara
kepentingan masyakat yang mesti
diperjuangkan dengan kepentingan
pemerintahan desa yang harus diawas.
Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas

dari sgjauhmana kapasitas dan kapabilitas dari
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masing-masing individu dari anggota BPD
tersebut.

Pemerintah Desa dalam perencanaan
pembangunan diharapkan melibatkan anggota
BPD sebagai perwakilan mayarakat, di mana
dari para anggota BPD diharapkan didapat
aspiras atau keinginan masyarakat tentang
hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan
masyarakat. Perencanaan pembangunan desa
yang sudah disepakati oleh Pemerintah Desa
dan BPD akan dicantumkan dalam APB Desa
dan dibuatkan Peraturan Desa yang harus
dilaksanakan oleh Kepala Desa dan seluruh

aparatur desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan
masyarakat desa sudah dapat menjalankan
tugas dan fungsinya terutama dalam

menyalurkan aspirasi  masyarakat yang

berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakan,.

Menurut Simbolon (2004: 62), fungs
pengawasan adal ah:

a) Mempertebal rasa tanggung jawab
terhadap pejabat yang diserahi tugas
dan wewenang dalam melaksanakan
pekerjaan.

b) Mendidik para peabat agar mereka
melaksanakan pekerjaan sesual dengan
prosedur yang telah ditentukan.

c) Untuk

penyimpangan,

mencegah terjadinya
penyelewengan,
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kelalaian, dan kelemahan agar tidak
terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

2. Alur Pikir Pendlitian

Dapat disimpulkan bahwa fungs
pengawasan adalah memeriksa apakah semua
terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang
dianut.Juga dimaksudkan untuk mengetahui
kelemahan dan kesadahan agar dihindari
kgadiannya di kemudian hari.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir

Permasalahan

1. Kurangnya fungsi pengawasan
BPD daam  menjaankan
pembangunan fisik di desa
Seranggam, Kecamatan
Simpang Hulu, Kabupaten
Ketapang.

2. Sumber Daya Manusia anggota
BPD Seranggam relatif rendah,
ditunjukkan dengan tingkat
Pendidikan yang rendah.

!

Teori
Menurut Kadarman (2001,
161) langkah-langkah proses
pengawasan yaitu:

1. Menetapkan Standar
Pengawasan

2. Membandingkan Standar
Pengawasan dengan Hasil
Pel aksanaan Pekerjaan

3. Tindakan Koreksi

}

Terwujudnya standar pengawasan
BPD yang jelas demi terwujudnya
pembangun fisik desa yang
berkesinambungan

ingpura

Publik, Jurna S1 [Imu Administrasi Publik
https://jurmafis,untan,ac,id:

Sumber: Data Olahan Penulis

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif,
dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa:
“penelitian deskriptif adalah penelitian yang
memberikan gambaran atau uraian atas suatu
keadaan segjelas mungkin tanpa ada perlakuan
terhadap objek yang diteliti”. Metode
deskriptif dipilih karena peneliti ingin
deskripsi

memperoleh  gambaran  dan

fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang
lebih jelas penulis menggunakan teknik
wawancara dan observas guna mendukung
data lapangan yang telah didapatkan.

Andiss data dilakukan dengan
mengorganisasikan  data,
kedalam
menyusun kedalam pola, memilih mana yang

menj abarkanya
unit-unit, melakukan  sintesa,
penting dan yang akan dipelgjari dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono,
2007: 91) mengemukakan bahwa *“Aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung



secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis
datadiantaranya:

1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar data
yang dianalisis merupakan data-data yang

benar-benar  berkaitan dengan masaah
penelitian.
2. Memaparkan (display), Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apayang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (verifikasi), data-data yang
diperolah yang telah diringkas dan
dipresentaskan kemudian diambil beberapa
kesmpulan yang paing relevan dengan
masal ah yang diteliti.

proses pengawasan BPD Daam pembangunan
fisk di Desa Baa Pinang, Kecamatan Simpang
Hulu, Kabupaten K etapang

C. PEMBAHASAN

1. Proses Pengawasan Dalam
Pembangunan Fisk Berdasarkan
Aspek Menetapkan Standar
Pengawasan

Menetapkan standar pengawasan sangat
penting dalam sebuah proses pengawasan,
yaitu untuk mengambil tindakan perbaikan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa
semua sumber daya telah digunakan seefektif
dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.
Berdasarkan standar pengawasan yang telah
ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 43
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Tahun 2014 melaui hak untuk meminta
keterangan. Hak meminta keterangan tersebut
diterjemahkan kedalam bentuk rapat evaluasi
kinerja pemerintah Desa dan rapat koordinas
lintas lembaga. Walaupun dalam prakteknya
masih belum terstruktur dengan baik karena
BPD belum memahami sepenuhnya fungsi,
tugas, hak dan kewsjibannya serta mendapat

prasangka yang buruk dari Pemerintah Desa.

Mengenai, Hal ini diungkapkan dari
pernyataan Ketua BPD di Desa Balai Pinang,
beliau menjelaskan bahwa:

“Tentu terdapat standar pengawasan
Anggota BPD dalam menjalankan
tugasnya mengawasi pelaksanaan
pembangunan, yaitu Peraturan
Pemerintah 43 Tahun 2014 melalui
hak untuk meminta keterangan. kami
sedlalu siap menerima  pengaduan
masyarakat yang berkaitan dengan
hajat masyarakat, dan anggota BPD
juga akan menyalurkan aspiras yang
disampaikan oleh masyar akat
berkaitan dengan penyelenggaran
Pembangunan fisik desa,
pembangunan non fisk  dan
kemasyarakatan di desa’” (wawancara

21 Juni 2020)

Selain itu hasil penjelasan yang
diperoleh dari Ketua BPD, berdasarkan hasil
analisis penulis dapat diketahui juga bahwa



untuk mempermudah BPD melaksanakan
tugasnya maka pengawasan yang dilakukan
dengan cara yaitu tigp anggota BPD yang
merupakam keterwakilan dari  wilayahnya
(Dusun). masing-masing mempunyai tugas
untuk melakukan pengawasan diwilayahnya.
Cara tersebut diambil sebagai usaha untuk
melakukan pengawasan secara langsung
dilapangan sehingga mengetahui  kondisi
lingkungan yang terjadi pada masyarakat di
setigp Desa serta mempermudah masyarakat
untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan
ataupun jika ada aspiras yang ingin
disampaikan oleh masyarakat.

mel akukan
wawancara dengan Sekertaris Desa Balai

Selanjutnya ketika

Pinang untuk mengetahui sikap BPD dalam
menetapkan standar pelaksanaan pengawasan
terhadap Pembangunan fisk desa, dari
penjelasan yang beliau ungkapkan diketahui
bahwa:
“Pengawasan yang dilakukan hanyalah
mengawas aturan yang telah disepakati
atau lebih kepada pengawasan secara
tidak langsung. seperti bila terjadi
masalah baru akan ada evaluasi atau
jika ada laporan dari masyarakat bahwa
ada terjadi masalah atau penyimpangan
terhadap Pembangunan fisik maka BPD
akan menindak lanjuti dengan cara
memanggil Kepala Desa  untuk
menanyakan dan mengklarifikasikan
secara langsung masalah  yang

dilaporkan. Apabila terbukti terjadi
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kesalahan maka BPD memberikan
peringatan langsung atau memberi
teguran dan nasehat untuk memperbaiki
kesalahan yang dilakukan tanpa ada
sanksi yang dibebankan kepada pelaku
jika  pelanggaran yang dilakukan
bukanlah pelanggaran yang berat”
(wawancara 20 Juni 2020)

Andisis penulis terkait dengan
pengawasan BPD untuk mengatasi
permasalahan pembangunan desa maka
pengembangan peran partisipass masyarakat
sangat diperlukan terutama dalam
mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang ada sehingga nantinya pembangunan
dilaksanakan

merupakan kebutuhan dari masyarakat.

yang  akan benar-benar

Selanjutnya wawancara dengan Ketua
RT 01 Desa Bala Pinang untuk mengetahui
tanggapan masyarakat mengena  standar
pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa,
dari penjelasan warga diketahui bahwa:

Desa sudah
masalah

penyelenggaraan

“Kami, Masyarakat
menyerahkan  sepenuhnya
pengawasan
pemerintahan desa kepada BPD, baik
dalam bidang pemerintahan,
pembangunan maupun urusan
kemasyarakatan(wawancara 21 Juni

2020)



Terkait proses pengawasan BPD dalam
mengawas jalannya pembangunan fisik desa,
dibutuhkan juga partispasi dan kerja sama
dari seluruh
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada

komponen  masyarakat.
dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari
lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan
melaksanakan

fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan

perundang-undangan  yaitu

aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.
Berdasarkan tugas dan fungsi-fungsi tersebut
maka hendaknya yang menjadi anggota BPD
adalah orang-orang yang memiliki
pengetahuan yang cukup, keterampilan, sertan
pengalaman dibidang yang sesuai, sehingga
mereka akan mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai anggota BPD dengan baik
dan mampu menciptakan kinerja yang tinggi

pula

Berdasarkan hasil penelitian dengan
sgumlah informan, menurut seorang warga
masyarakat desa Desa Baa Pinang
mengatakan:

(BPD) sdlalu melakukan  kontrol
terhadap pembangunan fisk desa,
terlihat dari cara mereka menjalankan
tugas, mereka selalu pro aktif bertanya
kepada Pemerintah Desa mengenai apa-
apa saja yang telah dilakukan serta
pembangunan yang berjalan mereka
selalu  berkoordinasi satu  sama
lain.(Wawancara Tanggal 17 Juni 2020)
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti
diperoleh dalam pengawasan pembangunan
anggota BPD masih sebatas informal sgja, jika
tidak ada pengaduan dari masyarakat mereka
tidek pernah mengawasi secara serius.
Masyarakat desa selalu  menyampaikan
pengaduan dan aspirasi kepada anggota BPD
untuk dibahas dalam rapat-rapat didesa yang
melibatkan unsur BPD sebagai perwakilan
masyarakat. BPD yang memiliki kewenangan
dalam proses pembangunan, sebagai legidlatif
di Desa berfungsi untuk membuat peraturan,
menampung, menyalurkan aspiras  dan
mel aksanakan terhadap

pembangunan - fisik.

pengawasan
Berdasarkan  hasll
wawancara tersebut disimpulkan bahwa proses
pengawasan yang dilaksanakan BPD Desa
Bala Pinang berdasarkan standar pengawasan
yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 melaui hak
untuk meminta keterangan. Hak meminta
keterangan tersebut diterjemahkan kedalam
bentuk rapat evaluasi kinerja pemerintah Desa.
Dalam proses pengawasan tidak menemukan
kendala yang berarti, karena Kepala Desa
mampu bekerja sama dengan BPD dan
kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan
maka BPD lakukan dengan cara terbuka atau
melakukan ~ dialog secara  langsung.
Berdasarkan data yang diperoleh, dissmpulan
bahwa keberadaan BPD sangat bermanfaat,
karena selain tempat menampung,
menyalurkan aspirasi. BPD juga memberi

peran luas untuk partisipas masyarakat desa
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dalam proses pengawasan pembangunan fisik

desa.

2. Proses Pengawasan Dalam
Pembangunan Fisk Berdasarkan
Aspek Membandingkan Standar
Pengawasan Dengan Hasll
Pelaksanaan Pekerjaan
Pengawasan BPD dengan

membandingkan standar pengawasan dengan
hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksudkan
untuk mengetahui selisih di antara keduanya,
selisih dapat berbentuk :

a Pekerjaan telah sesuai

dengan target dalam perencanaan;

b. Pekerjaan belum sepenuhnya sesual

dengan target dalam perencanaan;

Cc. Pekerjaan belum sesuai dengan target

dalam perencanaan.

Pengawasan BPD dengan
membandingkan standar pengawasan dengan
hasil pelaksanaan  pekerjaan, Jawaban
disampaikan oleh Ketua BPD Desa Balai

Pinang, sebagai berikut:

“Menurut penilaian saya, sudah ada
kesesuaian antara pel aksanaan
pembangunan dengan peraturan yang
ada, kualitas kerja kawan-kawan di sini
rata-rata sudah bagus, mungkin karena
rata-rata sudah berpengalaman ya, jadi
sudah terbiasa.” Wawancara Tanggal 17

Juni 2020)
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Namun berdasarkan hasil observasi yang
telah dilakukan diketahui bahwa adanya
ketidaksesuaian antara perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang tertuang
dalam pembangunan fisik desa terutama dalam
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
di lingkungan desa perencanaan dan
pel aksanaan pembangunan adalah
pembangunan jalan rabat beton daam
lingkungan desa, jumlah volume pekerjaan
dan bahan material yang digunakan tidak
sesual dengan rencana anggaran biaya (RAB)
yang ada, sehingga belum lama digunakan
jalan tersebut sudah hancur. Kemudian
jembatan yang telah masuk dalam rencana
program pembangunan infrastruktur Di Desa
hingga saat ini belum juga terlaksana.
Minimnya kemampuan dalam  bidang
akademis dan tidak ditunjang dengan
pengalaman  organisasi
masyarakat membuat BPD tidak memiliki

yang bak di

kapasitas menghimpun dan menterjemahkan
aspiras warganya. Pendidikan sangat penting
sekali bagi manusia, pendidikan merupakan
usaha agar manusia dapat mengembangkan
potensi dirinya melalui proses pembelgaran
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui
olen masyarakat. Pendidikan sangat penting
sekali daam kehidupan karena dapat
mempengaruhi - pengembangan kemampuan,
pembentukan watak, pembentukan
kepribadian, kecerdasan serta ketrampilan dan
secara kesedluruhan akan mempengaruhi
kehidupan

perkembangan masyarakat,
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mengingat bahwa pendidikan merupakan salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi
pel aksanaan fungsi BPD.

Terkait dengan hal tersebut rencana
program pembangunan infrastruktur di Desa
belum dapat memecahkan permasalahan
khususnya dalam peningkatan pembangunan
fiskk desa secara optimal karena tidak semua
progran  pembangunan yang diusulkan
disetujui.

Kemudian dapat diketahui dari hasil
wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa
Bala Pinang yang merupakan tim pelaksana
kegiatan, menyatakan bahwa

¢ Saat Pembangunan fisik desa sudah
ditetapkan maka pemerintah desa akan
menginformasikan pembangunan fisik
desa yang telah ditetapkan kepada
Kepala Dusun, kemudian setiap
Kepala Dusun mempunyai kewajiban
untuk menyampaikannya ke tiap ketua
RT (Rukun Tetangga) diwilayahnya
dan Ketua RT akan menyampaikan
hasil penetapan pembangunan fisik
desa kewarga-warganya yang akan
disampaikan dalam rapat RT. Hal
terscbut agar masyarakat dapat
mengawasl jalannya pembangunan
fisik desa” (wawancara 14 Juni 2020)

Ketepatan hasil pekerjaan berkaitan
dengan kesesuaian pelaksanaan pembangunan
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fisk desa. BPD berkedudukan sgjgar dan
menjadi  mitra kerja pemerintah desa
Pengertian sggar disni adadah bahwa
kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak
lebih tinggi dan bukan merupakan bagian
pemerintah. Pengawasan adalah bagian dari
sebuah kontrol sosid masyarakat atas
kebijakan yang ada di Desa. Control social
akan dapat berjalan secara optimal jika ada
partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan
perencanaan dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa. Tahapan perencanaan
yang dilakukan adalah mengawa proses
perencanaan dan penganggaran dengan cara
menilai penyusunan RPIJM Desa, RKP Desa
dan APB Desa. Terkait dengan hal tersebut,
Sekertaris Desa Bala Pinang menuturkan

sebagai berikut:

“Sgjauh ini  rata-rata  menurut
pengamatan saya sudah sesuai dengan
skala prioritas yang sudah ditetapkan
dalam RPJMDes. Jumlah yang dana
yang ada memang terbatas, sehingga
tiap desa harus pandai-pandai
menyusun skala prioritas, sehingga
alokass dana benar-benar tepat

sasaran.” (wawancara 14 Juni 2020)

Jumlah dana yang disalurkan masih
terbatas, sehingga setiap desa harus membuat
skala prioritas agar dana tersebut benar-benar
tepat sasaran. Hasil wawancara di atas
menunjukkan bahwa kebijakan APBDes yang

dilaksanakan  pemerintah telah  sedikit
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membantu pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan tersebut juga mendorong tiap desa
untuk memperhatikan dusun-dusunnya agar
pembangunan tidak hanya fokus di sekitar

pusat pemerintahan desa.

Jawaban serupa juga diungkapkan
oleh Masyarakat Desa Balai Pinangs ebagai
berikut:

“Cukup banyak membantu, sesuai
dengan RAB yang ada. Misalnya
Posyandu sekarang ada program
pemberian makanan tambahan
untuk balita, lalu ada pembangunan
gapura, pemberdayaan PKK yakni
dibutkan

rencana kegiatan.”

(wawancara 18 Juni 2020).

Wawancara tersebut menunjukkan
bahwa  kebijakan APBDes yang
dilaksanakan pemerintah telah sedikit
membantu  pemberdayaan = masyarakat,
misalnya pembangunan infrastruktur desa,
pengembangan Posyandu, dan

pengembangan PKK.

Dari wawancara di atas dapat
dismpulkan  bahwa berdasarkan  aspek
membandingkan standar pengawasan dengan
hasil pekerjaan dalam pembangunan fisik telah
berjalan secara  baik, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Kegiatan monitoring
kepala desa juga terus dilakukan guna
mengawas kualitas kerja pegawai. Adanya
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sanksi yang tegas bagi pegawa yang hasil
kerjanya tidak sesuai instruki juga memotivas

pegawal untuk bekerja secara optimal.

3. Proses Pengawasan Dalam
Pembangunan fisk berdasarkan
Aspek Tindakan Koreksi

Berdasarkan wawancara mengenal
bagaimana cara yang seharunya dilakukan
oleh BPD dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap pembangunan fisk desa, Kas

Pembangunan Desa Bala Pinang yang

merupakan tim pelaksana ~ kegiatan
mengatakan:
"Secara teknis BPD  mempunyai
kewenangan mengawasi secara

kekuasaan tetapi lebih kepada memberi
arahan berupa masukan yaitu saran
atau pendapat kepada Pemerintah Desa
agar kekurangan atau kesalahan yang
terjadi dapat diperbaiki .”(Wawancara
Tanggal 17 Juni 2020)

Hasil wawancara dari penjelasan
tokoh masyarakat desa diketahui bahwa
kewenangan BPD untuk mengawas dan
memberi arahan berupa masukan yaitu saran
atau pendapat kepada Pemerintah Desa agar
kekurangan atau kesalahan yang terjadi dapat
diperbaiki kembali, pengawasan BPD juga
bisa dilakukan dari penyampaian laporan
keterangan oleh Kepaa Desa terhadap
pelaksanaan penyelengaraan Pemerintah Desa
kepada BPD yang disampaikan satu tahun
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sekali dalam rapat bersama BPD, dan jika
terjadi kesalahan atau penyimpangan pada
Pembangunan fislk desa atau peraturan
lannya yang dilakukan Pemerintah Desa,
maka BPD berhak memanggil dan meminta
kgelasan kepada Kepala Desa, BPD dalam
menjalankan tugasnya tetap berdasarkan
ketentuan peraturan yang berlaku atau tidak
menyimpang dari ketentuan yang telah ada.
Selanjutnya  ketika ~ melakukan
wawancara dengan Ketua BPD Desa Balai
Pinang untuk mengetahui cara BPD dalam
pel aksanaan pengawasan terhadap
Pembangunan fisik desa, dari penjelasan yang
beliau ungkapkan diketahui bahwa
“Pengawasan yang dilakukan hanyalah
mengawas aturan yang telah disepakati
atau lebih kepada pengawasan secara
tidak langsung. seperti bila terjadi
masalah baru akan ada evaluasi atau
jika ada laporan dari masyarakat bahwa
ada terjadi masalah atau penyimpangan
terhadap pembangunan fisik maka BPD
akan menindak lanjuti dengan cara
memanggil  Kepala Desa  untuk
menanyakan dan mengklarifikasikan
secara langsung masalah  yang
dilaporkan. Apabila terbukti terjadi
kesalahan maka BPD memberikan
peringatan  langsung dan memberi
teguran dan nasehat untuk memper baiki
kesalahan yang dilakukan tanpa ada
sanksi yang dibebankan kepada pelaku
jika pelanggaran yang dilakukan
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bukanlah pelanggaran yang
berat”’(Wawancara Tanggal 17 Juni
2020)

Namun berdasarkan penjelasan lebih
lanjut bahwa vyang terjadi sdama
kepengurusan anggota BPD berlangsung
belum ada menemukan pelanggaran berat
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
terhadap ketentuan Pembangunan fisik desa
yang telah ditetapkan. Selain itu hasil
penjelasan yang diperoleh dari ketua BPD
dapat  diketahui juga bahwa  untuk
mempermudah BPD melaksanakan tugasnya
daam pengawasan maka pengawasan yang
dilakukan dengan cara tiap anggota BPD yang
merupakam keterwakilan dari  wilayahnya
(Dusun), masing-masing mempunyal tugas
untuk melakukan pengawasan diwilayahnya.
Cara tersebut diambil sebagai usaha untuk
melakukan pengawasan secara langsung
dilapangan sehingga mengetahui  kondisi
lingkungan yang terjadi pada masyarakat di
setigp Desa serta mempermudah masyarakat
untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan
ataupun jika ada aspiras yang ingin
disampaikan oleh masyarakat.

Di Desa Bda Pinang berdasarkan
hasil wawancara dengan anggota BPD
diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan
hanyalah  sebatas
pembangunan fisik desa dan jika ada laporan
dari masyarakat maka akan ditindaklanjuti

memantau  jalannya

kebenarannya.
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Kemudian adapun wawancara yang
dilakukan Kepala Desa Bala Pinang ketika
ditanya hal yang sama mengenai pengawasan
yang dilakukan oleh BPD, beliau mengetahui
bagaimana cara BPD daam pelaksanaan
pengawasan terhadap Pembangunan fisik desa,
yaitu bahwa

“BPD melakukan
pembangunan fisik sebatas melihat dan

pengawasan

mengetahui jalannya pembangunan fisik
desa tersebut.”’(Wawancara Tanggal 20
Juni 2020)

Pengawasan yang dilakukan oleh
BPD terhadap desa adalah jenis pengawasan
hierarki, yaitu pengawasan yang dilakukan
oleh lembaga perwakilan masyarakat desa
yang memiliki kewenangan dalam
pengawasan pembangunan yang ada di desa.
Pengawasan hierarki ini termasuk dalam
pengawasan intern dilakukan oleh peabat
yang mempunya hubungan atau kaitan erat
dari segi pekerjaan. Untuk mencari informas
lebih jelas lagi terhadap pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh anggota
BPD maka penulis melakukan wawancara
dengan Kepaa Desa, ketika ditanyakan
tentang yang mereka ketahui terhadap cara
pengawasan yang dilakukan oleh BPD
terhadap pembangunan fiskk desa, beliau
mengatakan
“Anggota BPD melakukan pengawasan
biasanya bila ada pembangunan fisik
yang berjalan di daerah ini, dan hanya
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fokus pada pengawasan pembangunan
saja.” (Wawancara Tanggal 21 Juni
2020)

Menurut Kepala Desa Baa Pinang,
mengatakan bahwa:

“(BPD) harus mampu memahami
kondisi-kondisi yang ada di
masyarakat. Masyarakat terkadang
mampu menjadi pendukung ataupun
penghambat. Hal ini dikarenakan
tingkat pendidikan ataupun SDM
masyarakat berbeda, oleh karena itu
dibutuhkan inovasi dari BPD agar
semua kegiatan-kegiatannya  dapat
terealisas dan diterima dengan baik
oleh masyarakat. (Wawancara, 22
Desember 2020)

Berdasarkan hasil penelitian di atas,
secara keseluruhan diketahui bahwa partisipasi
masyarakat Desa Balai Pinang masih rendah,
hal ini dapat dilihat dari tingkat kepedulian
masyarakat terhadap pembangunan yang ada
ddesa Masyarakat terkesan  sudah
menyerahkan sepenuhnya pembangunan fisik
kepada aparatur desa dan anggota BPD
sebagal perwakilan masyarakat desa, sehingga
masyarakat desa agak sulit untuk di gak
berpartipass dalam pembangunan, apalagi
untuk ikut pengawasi penyelenggaraan

pembangunan.
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Pembangunan  merupakan  proses
pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan
masyarakat yang makmur dan sgjahtera secara
merata diseluruh wilayah Indonesia, namun
demikian pembangunan yang menjadi dasar
terwujudnya masyarakat makmur  dan
sgjahtera belumlah bisa dinikmati secara
merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena
berbagai faktor penyebab dimana salah satu
faktornya adalah faktor geografis. Kondisi
geografis wilayah Indonesia terdiri atas
banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh
lautan dimana penduduknya tersebar dihampir
seluruh pulau yang ada di Indonesia secara
tidak merata, faktor persebaran penduduk
yang tidak merata ditambah lagi dengan akses
atau infrastruktur yang tidak sama dan merata
antara satu wilayah dengan wilayah lain
menjadi salah satu penghambat  untuk
mewujudkan pembangunan yang merata
diseluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan  merupakan  suatu
orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir,
pembangunan bukan berarti peningkatan
pendapatan  masyarakat sga  hamun
pembangunan merupakan suatu  proses
multidimensi yang meliputi proses
reorganisasi dan pembaharuan seluruh sisten
serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosia
dengan tujuan mensgahterakan kehidupan
masyarakat. Indonesia merupakan negara yang
luas wilayahnya dimana sebagian besar
wilayah Indonesia adalah pedesaan, maka

dapat dikatakan bahwa pembangunan desa

Butar Rio Karno
[lmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

Publik, Jurna S1 [Imu Administrasi Publik
https://jurmafis,untan,ac,id:

memiliki peran penting dalam terwujudnya
pembangunan nasional secara lebih merata.
Pembangunan desa memiliki arti penting
karena sebagian besar penduduk Indonesia
bertempat tinggal didesa dan menggantungkan
hidupnya didesa, pembangunan desa ditujukan
agar penduduk bukan hanya mampu
memenuhi kebutuhanya sendiri tetapi juga
mampu menggali segala potensi sumber daya
yang ada didesa untuk kemudian dimanfaatkan
menjadi sesuatu yang lebih berharga.

Daam pembangunan desa partisipasi
atau  keterlibatan  masyarakat ~ sangat
dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya
pembangunan, partisipasi masyarakat
didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya
masyarakat desa ikut serta dalam
pembangunan atas dasar keyakinan dan
kesadaran yang datang dari dalam diri mereka
sendiri. Agar upaya pembangunan desa
memenuhi agpa Yyang diinginkan maka
diperlukan suatu perencanaan, penerapan
perencanaan pembangunan harus bersumber
pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu
dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu
sendiri. Oleh karean hal tersebut diperlukan
kemampuan masyarakt untuk mengenali dan
memecahkan segala permasalahan yang ada
didalam wilayah tersebut serta dapat menggali
potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya
dimanfaatkan dalma kegiatan pembangunan.

Pembangunan tidak akan berhasil atau
kurang optimal jika tidak didukung oleh
partispasi masyarakat setempat, memang
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dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat
tidak mungkin dilibatkan dalam membuat
kebijakan atau suatu perencanaan
pembangunan, tetapi bagaimanapun dalam
membuat suatu perencanaan yang sifatnya
untuk  kepentingan  masyarakat  sudah
seharusnya pemerintah melibatkan warga
masyarakatnya. Untuk itu maka Badan
Musyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari
masyarakat setempat harus bekerja secara
optimal daam menjaankan tugas dan
kewagjibannya. Sudah seharusnya jika masing-
masing anggota BPD berpartisipas  aktif
dalam setiap kegiatan untuk kepentingan
masyarakat umum yang sudah menjadi tugas
dan kewajibannya.

Merujuk dari keterangan informas
yang diperoleh maka dalam pelaksanaan
pengawasan BPD terhadap pembangunan fisik
desa dapat dismpulkan yatu daam
pelaksanaan pembangunan fisik desa sudah
dilaksanakan dengan baik dapat terlihat dari
adanya musyawarah yang dilakukan dengan
Pemerintah Desa untuk secara bersama-sama
merancang  pembangunan  fisk  desa,
merupakan tahap awa yang dilakukan oleh
BPD Desa Bada Pinanhg melaksanakan
pengawasan sebagal usaha untuk menghindari
terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan dalam
menyusun aturan tersebut.

BPD berkedudukan sgagar dan
menjadi mitra kerja pemerintah desa. Jalannya
pemerintah desa yang dilaksanakan oleh

Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh
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BPD. Keberadaan BPD di Desa Baa Pinang
dalam pemerintahan desa sebaga lembaga
yang mengawasi pemerintah desa merupakan
suatu cara untuk menciptakan pemerintahan
desa yang bebas dari Korupsi, Kolusidan
Nepotisme  (KKN) demi  terciptanya
kemakmuran Desa.  Perlu  mekanisme
pengawasan yang jelas dilakukan oleh BPD
ketika dalam melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pembangunan fisik desa,
melakukan

pelaksanaan

diharapkan tidak hanya
pengawasan bila ada
pembangunan fisk sgja namun juga dapat
meningkatkan intensitas pengawasan dalam
berbagai segi pemerintahan desa. Pada
umumnya masyarakat di desa belum menaruh
perhatian lebih terhadap pembangunan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya
terkait dengan citra BPD yang di mata
masyarakat, dan belum menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada BPD, jika lebih jauh
ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini.
Namun pada tahap untuk pengoreksian
dirasskan  belum

melakukan pengawasan dengan maksimal

pembangunan  fisik

karena dalam proses pengawasan seperti
dalam mengevaluast hanya mengandalkan
laporan dari masyarakat dan laporan
keterangan dari Kepaa Desa terhadap
penyelenggara

disampaikan minima sekali dalam setahun.

pemerintah  desa yang
Selain itu juga BPD belum ada menetapkan
cara yang jelas dalam melakukan pengawasan
seperti petunjuk teknis di lapangan dalam
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melakukan pengawasan walaupun standar atau
aat ukur yang digunakan BPD, vyang
merupakan sebuah ketentuan pembangunan
fisk desa yang telah ditetapkan sebagai
petunjuk  langsung dalam  melakukan
pengawasan jika ada terjadi kesalahan atau
penyimpangan terhadap aturan yang telah
ditetapkan. Sedangkan  untuk tindakan
perbaikan jika ada kesalahan ataupun
pelanggaran, BPD hanya memberikan teguran
dan nasehat serta tidak ada ketetapan sangs
yang diberikan terhadap pelanggaran
pembangunan fisik desa yang dilakukan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan pada bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan diantaranya sebagai
berikut:

1. Proses pengawasan yang dilaksanakan
BPD Baa Pinang berdasarkan aspek
standar pengawasan yang telah
ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
43 Tahun 2014 melalui hak untuk
meminta keterangan. Hak meminta
keterangan tersebut  diterjemahkan
kedalam bentuk rapat evaluasi kinerja
pemerintah Desa dan rapat koordinasi
lintas lembaga. Walaupun dalam
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prakteknya masih belum terstruktur
dengan balk sehinga membuat
masyarakat berpendapat bahwa BPD
belum memahami sepenuhnya fungsi,

tugas, hak dan kewajibannya.

. Proses fisk berdasarkan Aspek

membandingkan standar pengawasan
dengan hasil pelaksanaan pekerjaan,
telah dilakukan oleh BPD dalam
mengawasi penyelenggaraan
pembangunan fisik desa. Pengawasan
telah dilakukan dikarenakan pertama
dapat terlihat dari kerja sama antara
BPD dan Pemerintah Desa dan
melibatkan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan fisk desa,
hal ini menunjukan adanya usaha
untuk  meningkatkan  pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang baik. Pengawasan BPD terhadap
penyelanggaraan pembangunan fisik
desa sudah dijalankan, pengawasan
yang dilakukan oleh BPD yaitu
mengawas secara langsung
kelapangan bila ada pelaksanaan
pembangunan fisk yang telah
dianggarkan, selain itu juga BPD
melakukan pengawasan berupa laporan

atau pengaduan dari masyarakat.

. Proses pengawasan BPD dalam

pembangunan fisik berdasarkan aspek
tindakan koreks telah dilakukan oleh
BPD. Jikaterjadi penyelewengan, BPD

memberikan teguran untuk pertama
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kali secara kekeluargaan. BPD akan
mengklarifikasi dalam rapat desa yang
dipimpin oleh Ketua BPD. Namun
pada tahap
pembangunan fisik dirasakan belum
melakukan
maksimal

pengawasan

untuk  pengoreksian

pengawasan  dengan
karena daam proses

seperti dalam
mengevaluas hanya mengandalkan
laporan dari masyarakat dan laporan
keterangan dari Kepala Desa terhadap
penyelenggara pemerintah desa yang
disampaikan minimal sekali dalam
setahun.

2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Ketapang untuk  dapat
memberikan pendidikan dan pelatihan
kepada anggota BPD agar memiliki
kemampuan dan pengetahuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya

. Diharapkan Kepala Desa dan aparatur
desa yang lainnya dapat meningkatkan
partispasinya masyarakat dengan cara
penjelasan melalui
pendekatan — pendekatan yang efektif

kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan

memberikan

tokoh agama, yang dilaksanakan secara

terus menerus dan berkesinambungan.

3. Perlu adanya koordinasi dan bekerjasama

dengan baik antara BPD sebagai mitra
kerja masyarakat desa. Kepala Desa dan

aparat desa harus mampu mengelola
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sumber daya Manusia (SDA) yang ada di
desa. Meningkatkan
Hal ini

dilakukan guna menjalin kerjasama yang

fungsi

regul asi/pengawasan. harus

baik antara Kepala Desa dengan anggota
Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang
nantinya akan menghasilkan  suatu

keputusan yang besifat outcome
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